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Lampiran 01.  
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Lampiran 02 

Pedoman Wawancara 

  



 

 

 

 

Pedoman Pertanyaan Pada Penelitian Skripsi yang Berjudul 

<Penerapan Rehabilitasi dalam Putusan Hakim Terhadap Anak 

Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan 

Nomor 1/Pid-Sus Anak/2019/PN Sgr) 

Nama  : Kadek Ayu Sri Widiastuti 

NIM  : 2214101144 

DAFTAR PERTANYAAN 

A. Pengadilan Negeri Singaraja  

1. Bagaimana pandangan Pengadilan Negeri terhadap kedudukan Pasal 54 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang 

mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk 

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial? 

2. Dalam praktiknya, faktor-faktor apa saja yang biasanya dipertimbangkan 

oleh hakim dalam menentukan apakah seorang anak penyalahguna 

narkotika akan dijatuhi pidana penjara atau tindakan rehabilitasi? 

3. Apakah seseorang penyalahguna narkotika yang telah dijatuhi pidana 

penjara dalam kurun waktu tertentu masih dapat diberikan pidana tambahan 

berupa rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan pecandu dan 

korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial? 



 

 

 

 

4. Bagaimana kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), 

khususnya yang mengatur tentang rehabilitasi penyalahguna narkotika, 

sebagai pedoman bagi hakim dalam menyusun amar putusan? 

5. Dalam perspektif hukum acara pidana dan praktik peradilan berdasarkan 

SEMA, apakah perintah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi 

sosial seharusnya dicantumkan secara eksplisit dalam amar putusan hakim 

apabila terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri? 

6. Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Singaraja, terdakwa anak 

terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, namun 

amar putusan tidak memuat perintah rehabilitasi. Apakah tidak 

dicantumkannya perintah rehabilitasi tersebut merupakan hasil dari 

pertimbangan hukum tertentu? 

7. Faktor-faktor apa saja yang pada umumnya menjadi pertimbangan hakim 

dalam menentukan apakah rehabilitasi dicantumkan atau tidak dalam amar 

putusan, khususnya dalam perkara anak penyalahguna narkotika? 

B. BNN Kabupaten Buleleng 

1. Apa saja bentuk layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang saat 

ini tersedia dan rutin dilaksanakan oleh BNNK Buleleng bagi penyalahguna 

narkotika? 

2. Berdasarkan data operasional BNNK, siapa saja yang biasanya 

mendominasi akses layanan ini? Apakah lebih banyak berasal dari warga 

yang datang secara sukarela (voluntary) atau kiriman dari proses hukum 

melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan putusan hakim? 



 

 

 

 

3. Bagaimana prosedur teknis pelaksanaan rehabilitasi tersebut? Dalam 

kondisi apa rehabilitasi dilakukan secara rawat jalan di BNNK Buleleng, 

dan kapan seorang penyalahguna harus dirujuk ke lembaga rehabilitasi 

rawat inap? 

4. Khusus untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), apakah 

BNNK Buleleng memiliki program, metode, atau fasilitas khusus yang 

membedakan penanganan anak dengan pasien dewasa? 

5. Dalam praktik di BNNK Buleleng, apa parameter atau indikator utama yang 

digunakan untuk menentukan apakah seorang anak layak mendapatkan 

rehabilitasi rawat jalan atau harus dirujuk ke fasilitas rawat inap? 

6. Jika dalam amar putusan hakim tidak mencantumkan perintah rehabilitasi 

(sebagaimana dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Singaraja), 

apakah secara hukum BNNK memiliki diskresi untuk tetap melaksanakan 

rehabilitasi? 

7. Bagaimana kelanjutan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi anak 

yang telah dijatuhi pidana penjara murni tanpa perintah rehabilitasi? 

Apakah BNNK tetap melakukan pendampingan atau intervensi ke 

Lapas/LPKA, ataukah secara yuridis tanggung jawab BNNK terputus 

karena putusan tersebut tidak memuat mandat rehabilitasi? 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 03 

 Data Narasumber 

  



 

 

 

 

A. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng  

1. Nama  : Ni Luh Sri Ekarini, S.Kep, Ns 

Jabatan : Konselor Ahli Muda BNNK Buleleng 

 

B. Pengadilan Negeri Singaraja 

1. Nama  : Albert Bintang Partogi, S.H., M.H 

Jabatan : Hakim Pratama Muda Pengadilan Negeri Singaraja  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 04 

Dokumentasi Penelitian 

  



 

 

 

 

A. Dokumentasi Wawancara di Pengadilan Negeri Singaraja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B. Dokumentasi Wawancara di BNN Kabupaten Buleleng 
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